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The increasing population growth in Indonesia requires control through
family planning (FP) programs. However, male participation in FP
remains very low, particularly in Banten Province, leaving reproductive
responsibility predominantly on women. This study aims to analyze male
participation in FP programs, assess gender responsiveness in policy
implementation, and identify gaps between policy design and practice at
the regional level. This research employs a descriptive qualitative
approach using document analysis as the primary data source, including
reports from BKKBN, BPS, and local FP policy documents. Data were
analyzed by organizing, coding, and identifying key themes following the
Gender Responsiveness Theory framework. Findings indicate that while
national and regional FP policies are gender-sensitive, implementation
remains women-centric, with services and outreach primarily targeting
women. Patriarchal cultural norms, limited access to male FP services,
and the absence of specific male participation targets contribute to low
male involvement. The study recommends strengthening gender-
responsive policies and programs, improving access to male FP services,
and conducting educational campaigns targeting men to promote
equitable reproductive roles and enhance the effectiveness of FP
programs in Banten Province.

Abstrak

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Indonesia memerlukan
pengendalian melalui program Keluarga Berencana (KB). Namun,
partisipasi pria dalam program KB masih sangat rendah, khususnya di
Provinsi Banten, sehingga beban reproduksi tetap dominan pada
perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran
partisipasi pria dalam program KB, menilai responsivitas gender dalam
implementasi kebijakan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara desain
dan praktik di tingkat daerah. Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen sebagai sumber data utama,
meliputi laporan BKKBN, BPS, dan dokumen kebijakan daerah terkait
KB. Analisis dilakukan dengan mengorganisir, mengkoding, dan
mengidentifikasi tema utama sesuai kerangka Gender Responsiveness
Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kebijakan KB
nasional dan daerah sudah peka gender, tetapi implementasinya masih
bersifat women-centric, dengan layanan dan sosialisasi lebih fokus pada
perempuan. Faktor budaya patriarki, keterbatasan akses layanan untuk
pria, dan kurangnya target khusus menyebabkan partisipasi laki-laki tetap
rendah. Studi ini merekomendasikan penguatan kebijakan dan program
berbasis gender-responsive, peningkatan akses layanan KB pria, serta
kampanye edukasi yang menargetkan pria untuk mendorong kesetaraan
peran reproduksi dan efektivitas program KB di Provinsi Banten.
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Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang kian meningkat menjadi sorotan global yang
mengkhawatirkan, jumlah penduduk Di Indonesia mencapai 287,6 juta jiwa per akhir 2025 dengan
laju pertumbuhan sekitar 0,8% per tahunnya (Syuhada, 2025). masalah ini signifikan karena
memengaruhi aspek ekonomi, sosial, serta kualitas sumber daya manusia yang tidak sebanding
dengan pertambahan penduduk setiap tahunnya (Novita et al., 2024). Penduduk merupakan elemen
dasar pembangunan, baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat memerlukan peningkatan
kualitas melalui pengaturan jumlah dan persebaran guna mencegah ketimpangan sosial, terutama di
Provinsi Banten yang nengalami dinamika kependudukan cepat akibat urbanisasi dan pertumbuhan
ekonomi, dengan jumlah penduduk sekitar 12,54 juta jiwa per tahun 2025 (Bps.go.id, 2025).
Program Keliarga Berencana Nasional hadir menjadi kebijakan krusial guna mengontrol jumlah
kelahiran, jarak, serta usia ideal melahiran untuk membentuk keluarga berkualitas yang sejahtera,
mandiri, sehat dan memiliki jumlah anak ideal sesuai UU Nomor 52 tahun 2009.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Keluarga Berencana (KB) di
Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan gender. Dalam banyak kasus, perempuan lebih sering
dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan reproduksi, sehingga penggunaan alat
kontrasepsi pun cenderung dibebankan kepada mereka. Kondisi ini berkaitan dengan konstruksi
sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat, yang masih menempatkan pengendalian
kelahiran sebagai ranah perempuan. Temuan penelitian lainnya menunjukkan bahwa nilai-nilai
patriarki masih mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pembagian peran reproduksi
dalam keluarga, sehingga keterlibatan laki-laki dalam program KB menjadi terbatas (Mukarromah
et al., 2025). Selain itu, beberapa faktor lain turut memperkuat rendahnya partisipasi laki-laki,
seperti kuatnya tradisi masyarakat, kekhawatiran pasangan terhadap metode kontrasepsi bagi pria,
ideologi gender yang belum setara, sikap suami yang kurang mendukung, serta terbatasnya akses
informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang ditujukan bagi laki-laki. Kajian yang lebih
mutakhir juga menegaskan bahwa hambatan yang bersifat kultural, psikologis, ekonomi, dan sosial
masih menjadi faktor penting yang memengaruhi rendahnya keterlibatan laki-laki dalam program
KB di Indonesia (Artisa & Dewi, 2021).

Secara nasional, keterlibatan laki-laki dalam program Keluarga Berencana (KB) masih
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tergolong sangat rendah. Data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
tahun 2025 menunjukkan bahwa hanya sekitar 2,45% pria yang menggunakan kondom sebagai
metode kontrasepsi, sedangkan metode operasi pria atau vasektomi bahkan lebih kecil, yaitu sekitar
0,16% (redaksi merdeka, 2025). Secara keseluruhan, tingkat partisipasi laki-laki dalam program KB
hanya berada pada kisaran 2—3,4% dari total peserta. Rendahnya keterlibatan tersebut dipengaruhi
oleh berbagai faktor, antara lain terbatasnya pilihan metode kontrasepsi bagi pria yang pada
umumnya hanya mencakup kondom dan vasektomi. Selain itu, masih banyak laki-laki yang merasa
khawatir terhadap prosedur vasektomi karena dianggap dapat menghilangkan kemampuan
reproduksi, disertai ketakutan terhadap kemungkinan efek samping. Di sisi lain, faktor budaya juga
turut berperan, seperti adanya stigma dan anggapan bahwa penggunaan kontrasepsi oleh pria
merupakan hal yang tabu dalam masyarakat (Azizah, 2023). Hambatan lain meliputi biaya prosedur
yang dianggap mahal, keterbatasan akses informasi, serta kurangnya sosialisasi yang membuat
sebagian besar pria belum memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai KB pria. Beberapa
penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi keliru terkait seksualitas, rendahnya partisipasi pria
dalam kegiatan penyuluhan, serta pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, tenaga kesehatan,
media, dan komunitas turut mempengaruhi rendahnya minat laki-laki terhadap penggunaan
kontrasepsi (Annisari et al., 2023).

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terlihat di Provinsi Banten, di mana penggunaan
kontrasepsi oleh pria masih relatif kecil, yaitu sekitar 2% dari total peserta KB pada tahun 2025,
meskipun beberapa daerah telah berupaya meningkatkan partisipasi melalui pembentukan
kelompok KB pria dan berbagai program penghargaan (Prasetia, 2025). D1 tingkat lokal, khususnya
di Kabupaten Pandeglang yang menjadi fokus penelitian ini, partisipasi pria dalam program KB
juga masih tergolong rendah. Walaupun capaian metode operasi pria pada tahun 2025 mencapai
lebih dari 80% dari target dengan total 12 akseptor, jumlah tersebut tetap menunjukkan bahwa minat
laki-laki terhadap metode kontrasepsi masih terbatas. Kondisi ini tidak terlepas dari kuatnya budaya
patriarki di wilayah pedesaan seperti Pandeglang, kekhawatiran terhadap efek samping kontrasepsi
pria, serta rendahnya minat masyarakat meskipun ketersediaan kondom relatif mencukupi. Oleh
karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi laki-laki, antara
lain melalui kegiatan edukasi dan komunikasi informasi edukatif (KIE), pembentukan kelompok
KB pria, serta kerja sama antara penyuluh KB, tenaga kesehatan, dan lembaga pendidikan. Upaya
tersebut diharapkan dapat mendorong kesadaran bersama antara laki-laki dan perempuan dalam

perencanaan keluarga, sekaligus mengurangi ketimpangan gender dalam program KB dan
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mendukung terciptanya keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.

Rendahnya partisipasi laki-laki dalam program Keluarga Berencana (KB) tidak hanya menjadi
persoalan teknis dalam penggunaan kontrasepsi, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek sosial
dan pembangunan. Minimnya keterlibatan laki-laki cenderung memperkuat ketimpangan gender
dalam kesehatan reproduksi karena tanggung jawab pengendalian kelahiran lebih banyak
dibebankan kepada perempuan sebagai pengguna utama kontrasepsi (Murniasih & Aryani, 2023).
Kondisi tersebut menyebabkan perempuan menanggung risiko kesehatan yang lebih besar,
sekaligus membatasi keterlibatan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan terkait reproduksi
di dalam keluarga. Selain itu, rendahnya partisipasi pria juga berpotensi mengurangi efektivitas
program pengendalian penduduk karena keberhasilan program KB sangat bergantung pada
keterlibatan kedua pasangan secara setara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan
laki-laki merupakan faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana
serta mewujudkan kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi (Raden & Khozin, 2024). Oleh
karena itu, peningkatan partisipasi pria dalam program KB menjadi isu penting dalam mendukung
pembangunan keluarga yang berkualitas sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target
pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan
kesetaraan gender dan kesehatan yang baik (Elfiyan, 2025).

teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah responsivitas gender (gender
responsiveness) dalam analisis kebijakan publik, yaitu kerangka evaluasi yang menilai sejauh mana
suatu kebijakan mempertimbangkan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan secara berbeda,
mengatasi ketimpangan gender yang ada, serta menciptakan kebijakan yang inklusif, adil, dan setara
bagi kedua jenis kelamin. Responsivitas gender menekankan integrasi perspektif gender ke dalam
seluruh siklus kebijakan perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan
akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara, sebagaimana diintegrasikan dalam strategi
Pengarusutamaan Gender (PUG) nasional Indonesia yang bertujuan mencapai kesetaraan dan
keadilan gender melalui kebijakan publik. Dalam konteks program Keluarga Berencana (KB) di
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagai fokus penelitian, teori ini diterapkan untuk
menganalisis apakah kebijakan dan implementasi KB telah responsif gender, yaitu memberikan
ruang partisipasi yang memadai bagi laki-laki sebagai subjek aktif (bukan hanya pasif), atau justru
masih berorientasi dominan pada perempuan sebagai target utama sebagaimana tercermin dari data
rendahnya partisipasi pria. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengungkap kegagalan

menciptakan kesetaraan peran reproduksi akibat faktor budaya patriarki, akses informasi terbatas,

72



Ketimpangan gender dalam Implementasi Partisipasi Pria pada Program Family Planning di Provinsi
Banten
Rafa Thahirah ', Amanda Putri Handriyanti °, Ika Arinia Indriyany *

dan stigma sosial, sehingga merekomendasikan reformulasi kebijakan KB yang lebih inklusif untuk
mendukung keluarga berkualitas dan pengendalian penduduk berkelanjutan di wilayah tersebut
(Emeraldien & Zuhriyah, 2025 ; dr. meitria syahadatina noor et al., n.d.).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas partisipasi laki-laki dalam program Keluarga
Berencana (KB) dari berbagai sudut pandang. Sebagian besar penelitian menyoroti faktor-faktor
yang memengaruhi keterlibatan laki-laki, seperti tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi,
persepsi terhadap penggunaan kontrasepsi, serta pengaruh norma sosial dan budaya yang
berkembang di masyarakat. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa konstruksi gender tradisional
masih kuat dalam program KB, di mana tanggung jawab penggunaan kontrasepsi lebih banyak
dibebankan kepada perempuan. Akibatnya, keterlibatan laki-laki dalam program KB masih relatif
rendah di berbagai daerah. Meskipun demikian, kajian yang ada umumnya lebih berfokus pada
aspek perilaku individu atau hambatan sosial budaya, sementara penelitian yang melihat
implementasi kebijakan KB dari perspektif responsivitas gender masih relatif terbatas. Padahal,
perspektif ini penting untuk memahami sejauh mana kebijakan KB telah dirancang dan
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta peran laki-laki dan perempuan secara
setara. Keterbatasan kajian tersebut juga terlihat pada konteks daerah, khususnya di Provinsi
Banten, di mana penelitian yang secara khusus menganalisis responsivitas gender dalam
implementasi kebijakan KB pria masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi
penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut sekaligus memberikan gambaran yang lebih
komprehensif mengenai bagaimana program KB dijalankan di tingkat daerah serta bagaimana
perspektif gender diintegrasikan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran
partisipasi laki-laki dalam program Keluarga Berencana di Provinsi Banten. Selain itu, penelitian
ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi program KB pria telah menerapkan
prinsip responsivitas gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan sosialisasi kebijakan. Penelitian
ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai kesenjangan yang masih muncul dalam implementasi
kebijakan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan laki-laki dalam program keluarga
berencana. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi
kebijakan yang lebih responsif gender guna mendorong peningkatan partisipasi laki-laki dalam
program KB serta mendukung terciptanya pembagian tanggung jawab reproduksi yang lebih setara

antara laki-laki dan perempuan (Taloko et al., 2023).

73



Ketimpangan gender dalam Implementasi Partisipasi Pria pada Program Family Planning di Provinsi
Banten
Rafa Thahirah ', Amanda Putri Handriyanti °, Ika Arinia Indriyany *

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami kondisi
partisipasi laki-laki dalam program Keluarga Berencana (KB) serta menilai responsivitas gender
dalam implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan
peneliti menganalisis fenomena sosial secara lebih mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai
sumber data yang relevan. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif bertujuan untuk
mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu fenomena sosial melalui proses analisis terhadap
berbagai bentuk data, termasuk dokumen, laporan, maupun teks kebijakan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupaya
menggambarkan secara sistematis kondisi partisipasi laki-laki dalam program KB serta menilai
sejauh mana kebijakan tersebut telah mengakomodasi perspektif responsivitas gender. Fokus
penelitian diarahkan pada implementasi program KB pria di Provinsi Banten, khususnya di
Kabupaten Pandeglang.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui analisis
dokumen. Data tersebut meliputi laporan resmi pemerintah, data statistik kependudukan, serta
dokumen kebijakan yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana. Dokumen yang dianalisis
antara lain laporan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
publikasi statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan dinas terkait di tingkat provinsi maupun
kabupaten, serta berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan implementasi program KB.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan,
menelaah, dan mengkaji berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen
tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi informasi mengenai tingkat partisipasi pria
dalam program KB, bentuk implementasi kebijakan di tingkat daerah, serta berbagai faktor yang
memengaruhi keterlibatan laki-laki dalam program tersebut.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh
John W. Creswell, yaitu melalui beberapa tahapan yang meliputi pengorganisasian data, membaca
dan memahami keseluruhan dokumen, melakukan proses pengkodean terhadap informasi penting,
mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, serta menafsirkan makna dari temuan penelitian.
Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana implementasi
kebijakan KB di daerah telah mempertimbangkan aspek responsivitas gender dalam mendorong

partisipasi laki-laki (Cresswell, 2012).
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Hasil dan Pembahasan
Desain Kebijakan Partisipasi Pria dalam Family Planning di Banten

Desain kebijakan partisipasi pria dalam program Family Planning (KB) di Provinsi Banten
bersifat top-down dari tingkat nasional yang kemudian diadaptasi secara lokal melalui Renstra dan
program berbasis kelompok masyarakat (Hoeriah, Sjafari, & Handayani, 2019). Kebijakan ini tidak
berdiri sebagai regulasi khusus, melainkan terintegrasi dalam kerangka pengendalian penduduk dan
pembangunan keluarga (Amin, 2025). Desain kebijakan berfokus pada pembentukan Kelompok KB
Pria sebagai wadah untuk meningkatkan kesertaan langsung pria, seperti penggunaan kondom dan
vasektomi atau MOP, serta partisipasi tidak langsung berupa dukungan dalam pengambilan
keputusan reproduksi (Mangun et al., 2025). Di Banten, desain tersebut diwujudkan melalui
berbagai inisiatif lokal, salah satunya program Bandeng KB Pri di Kabupaten Tangerang yang
kemudian menjadi model replikasi di kabupaten dan kota lain. Pendekatan yang digunakan
menggabungkan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) berbasis kearifan lokal, serta
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk mengatasi stigma patriarki dan meningkatkan
akses terhadap layanan KB yang ramah pria.

Secara kebijakan, landasan utama berasal dari tingkat nasional, khususnya Undang-Undang
Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam
Pasal 20 disebutkan bahwa kebijakan KB dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri dalam
mengambil keputusan serta bertanggung jawab bersama dalam pengaturan kehamilan. Selain itu,
Pasal 54 mewajibkan pemerintah daerah membentuk lembaga yang menangani program KB dan
pengendalian penduduk secara inklusif. Walaupun undang-undang tersebut tidak secara spesifik
menyebut istilah KB pria, prinsip tanggung jawab bersama antara suami dan istri menjadi dasar
normatif bagi keterlibatan pria dalam program KB (Magna & Nadhifah, 2024). Pengaturan yang
lebih spesifik muncul dalam Peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembinaan
Kelompok KB Pria. Peraturan ini mengatur pembentukan, pengelolaan, serta pembinaan kelompok
KB pria di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa atau kelurahan. Tujuannya
adalah meningkatkan sosialisasi kebijakan dan partisipasi pria melalui pendekatan kelompok,
sekaligus memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam penyediaan layanan kontrasepsi
pria seperti kondom dan vasektomi. Kebijakan lain, seperti Peraturan BKKBN Nomor 2 Tahun
2025 tentang KB Pascapersalinan dan Perban Nomor 1 Tahun 2023 tentang Alat Kontrasepsi, juga
memperkuat keterlibatan pria melalui pendekatan pasangan dalam pengambilan keputusan

reproduksi.
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Pada tingkat daerah, khususnya di Provinsi Banten, belum terdapat Peraturan Daerah yang
secara khusus mengatur partisipasi pria dalam program KB. Namun kebijakan tersebut terintegrasi
dalam beberapa dokumen perencanaan daerah, seperti Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang menekankan pentingnya fungsi
reproduksi dalam ketahanan keluarga. Selain itu, Renstra DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2023—
2026 memasukkan program KB sebagai bagian dari upaya pengendalian penduduk dengan
indikator utama berupa modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) dan Total Fertility Rate
(TFR), serta integrasi pengarusutamaan gender (Listyaningsih & Satiti, 2021). Implementasi
kebijakan juga diperkuat melalui berbagai program operasional dan dukungan administratif, seperti
dukungan terhadap pembentukan Kelompok KB Pria dan inisiatif Bandeng KB Pri yang menjadi
perwakilan Provinsi Banten dalam lomba nasional tahun 2025. Meskipun demikian, tidak terdapat
keputusan gubernur atau kebijakan daerah yang secara khusus menetapkan target partisipasi pria
secara terpisah, sehingga kebijakan tersebut masih terintegrasi dalam kerangka umum program KB.

Tujuan utama kebijakan ini, baik di tingkat nasional maupun daerah, adalah mewujudkan
keluarga kecil berkualitas, menjaga keseimbangan pengendalian penduduk, serta mendorong
kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan reproduksi sebagaimana ditekankan dalam
International Conference on Population and Development (ICPD) tahun 1994 dan Undang-Undang
Nomor 52 Tahun 2009. Secara lebih spesifik, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesertaan pria
sebagai akseptor KB langsung melalui penggunaan kondom dan vasektomi, mengurangi beban
penggunaan kontrasepsi yang selama ini lebih banyak ditanggung perempuan, serta mendorong
komunikasi dan pengambilan keputusan bersama antara pasangan dalam isu kesehatan reproduksi
(Saputri, Safitri, Jaudah, & Herbawani, 2024). Dari sisi sasaran kuantitatif, Renstra BKKBN tingkat
nasional menargetkan peningkatan partisipasi pria dalam penggunaan kontrasepsi modern dari
sekitar 3,4 persen pada tahun 2024 menjadi minimal 5,75 persen pada periode selanjutnya.
Sementara itu, Renstra DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2023-2026 tidak menetapkan target
khusus untuk partisipasi pria, melainkan menargetkan peningkatan mCPR dari 60,17 persen
menjadi 62,35 persen pada tahun 2026 serta penurunan angka TFR dan unmet need. Dengan
demikian, target partisipasi pria di Banten lebih bersifat implisit melalui penguatan Kelompok KB
Pria dan program lokal seperti Bandeng KB Pri. Secara kualitatif, sasaran kebijakan meliputi
pembentukan kelompok KB pria di setiap kabupaten dan kota serta peningkatan pengetahuan dan
dukungan pria melalui kegiatan komunikasi informasi dan edukasi.

Jika dilihat dari perspektif Gender Responsiveness Theory yang dikembangkan oleh UNDP dan
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Beijing Platform for Action tahun 1995, kebijakan KB di Provinsi Banten dapat dikategorikan
berada pada tahap gender-sensitive atau peka gender, namun belum sepenuhnya mencapai tahap
gender-responsive. Dari sisi positif, terdapat upaya integrasi pengarusutamaan gender dalam
dokumen Renstra DP3AKKB dengan target peningkatan anggaran responsif gender hingga sekitar
15 persen pada tahun 2026. Selain itu, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan
BKKBN Nomor 11 Tahun 2021 menekankan tanggung jawab bersama antara suami dan istri serta
mendorong pembentukan Kelompok KB Pria sebagai bagian dari upaya transformasi norma gender
dalam pengelolaan kesehatan reproduksi. Integrasi ini juga diperkuat melalui mekanisme gender-
responsive budgeting dalam kebijakan ketahanan keluarga di tingkat daerah (Maryam et al., 2025).
Implementasi Kebijakan di Provinsi Banten

Implementasi kebijakan partisipasi pria dalam program Family Planning (KB) di Provinsi
Banten masih bersifat parsial dan belum merata antar kabupaten dan kota. Meskipun terdapat
kemajuan melalui pembentukan Kelompok KB Pria dan beberapa inisiatif lokal, realisasi di
lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pria masih relatif rendah. Implementasi kebijakan
ini dilakukan melalui koordinasi antara BKKBN Provinsi Banten, Dinas Pengendalian Penduduk
dan KB di tingkat kabupaten dan kota, serta berbagai mitra masyarakat yang berperan dalam
sosialisasi, penyediaan layanan, dan pembinaan kelompok masyarakat (Fafilaya, Agustino,
Nugroho, 2025).

Partisipasi pria dalam program KB di Provinsi Banten masih berada di bawah target nasional.
Data tahun 2025 hingga 2026 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pria dalam penggunaan
menunjukkan adanya variasi antar daerah. Di Kabupaten Pandeglang, capaian Metode Operasi Pria
atau vasektomi pada tahun 2025 mencapai lebih dari delapan puluh persen dari target dengan jumlah
dua belas akseptor. Namun penggunaan kondom di wilayah tersebut hanya sekitar dua puluh enam
persen sehingga secara keseluruhan tingkat partisipasi KB pria masih tergolong rendah (Raidanti,
2018). Sementara itu di Kabupaten Tangerang terdapat inisiatif yang lebih progresif melalui
pembentukan Kelompok KB Pria “Bandeng KB Pri” di Kecamatan Pasar Kemis. Kelompok ini
menjadi salah satu contoh praktik baik karena berhasil masuk enam besar nasional dalam Lomba
Kelompok KB Pria Tingkat Nasional tahun 2025 dari dua puluh dua peserta se Indonesia.
Kelompok ini juga meraih penghargaan regional terbaik kedua pada peringatan Hari Kontrasepsi
Sedunia tahun 2025 serta masuk tiga besar terbaik di tingkat Provinsi Banten. Pendekatan yang

digunakan memanfaatkan kearifan lokal melalui identitas budaya “Bandeng”, kegiatan sosialisasi
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intensif, serta dukungan komunitas sehingga mampu mendorong partisipasi pria dengan jumlah
peserta KB pria yang mencapai ratusan orang pada tahun 2025.

Selain program kelompok, terdapat pula program pendukung yaitu Gerakan Ayah Teladan
Indonesia yang dikembangkan oleh BKKBN bersama pemerintah daerah. Program ini tidak hanya
mendorong keterlibatan pria dalam penggunaan kontrasepsi, tetapi juga memperluas peran ayah
dalam pengasuhan anak, pencegahan stunting, pendidikan keluarga, dan perencanaan keluarga yang
berkualitas. Implementasi program ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan peningkatan
kapasitas ayah di berbagai kecamatan seperti Legok, Sepatan, dan Sindang Jaya. Melalui program
tersebut peran ayah mulai diposisikan tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai mitra
aktif dalam pengambilan keputusan reproduksi dan pengelolaan kehidupan keluarga (Laily et al.,
2025).

Dalam pelaksanaan kebijakan ini berbagai aktor kelembagaan memainkan peran yang penting.
BKKBN Provinsi Banten dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB di tingkat kabupaten dan kota
berperan sebagai koordinator utama sekaligus penyedia layanan. Lembaga ini bertanggung jawab
dalam penyediaan layanan kontrasepsi pria seperti kondom dan vasektomi, penyelenggaraan
advokasi, serta penguatan kelompok KB pria melalui berbagai kegiatan pembinaan dan kompetisi
nasional (Janani & Arifin, 2024). Di sisi lain organisasi masyarakat seperti PKK juga memiliki
peran strategis dalam proses sosialisasi di tingkat komunitas. PKK sering terlibat dalam kegiatan
komunikasi informasi dan edukasi di tingkat desa dan kelurahan, termasuk dalam kampanye
Gerakan Ayah Teladan Indonesia dan pendampingan keluarga. Selain itu tokoh masyarakat seperti
tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas memiliki peran penting dalam mempengaruhi
penerimaan masyarakat terhadap program KB pria. Keterlibatan tokoh masyarakat terlihat misalnya
dalam kegiatan advokasi dan verifikasi lapangan pada program Bandeng KB Pri. Dukungan
pemerintah daerah seperti bupati, camat, dan kepala desa juga memperkuat legitimasi program
sehingga dapat diterima lebih luas di tingkat masyarakat.

Meskipun demikian implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan yang
menyebabkan kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Hambatan pertama berasal
dari faktor sosial dan budaya. Norma patriarki yang masih kuat membuat program KB sering
dipersepsikan sebagai tanggung jawab perempuan sehingga keterlibatan pria dianggap tidak lazim.
Selain itu terdapat stigma terhadap metode vasektomi yang sering diasosiasikan dengan hilangnya
kejantanan atau ketakutan bahwa pria akan kehilangan peran dalam keluarga. Kurangnya

pengetahuan serta misinformasi mengenai metode kontrasepsi pria seperti kondom dan vasektomi
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juga menjadi faktor yang memperkuat penolakan masyarakat (Adawiyah, 2019). Kondisi ini
terutama terlihat di daerah dengan budaya tradisional yang kuat seperti beberapa wilayah di
Pandeglang dan Serang.

Hambatan kedua berkaitan dengan faktor logistik dan struktural. Akses terhadap layanan
kontrasepsi pria masih terbatas, baik dari sisi ketersediaan tenaga medis yang mampu melakukan
vasektomi maupun fasilitas kesehatan yang ramah bagi pria. Sebagian besar layanan KB masih
berorientasi pada perempuan sehingga pria kurang merasa menjadi sasaran utama program. Selain
itu keterbatasan distribusi alat kontrasepsi seperti kondom, minimnya anggaran khusus untuk
program KB pria, serta keterbatasan tenaga penyuluh juga mempengaruhi efektivitas implementasi.
Di beberapa daerah terpencil mobilitas pria yang tinggi sebagai pencari nafkah juga menjadi
kendala tersendiri karena mereka sulit mengikuti kegiatan sosialisasi atau layanan kesehatan
reproduksi.

Selain faktor sosial budaya dan logistik, kendala lain berkaitan dengan aspek kelembagaan dan
kebijakan. Beberapa pemerintah daerah belum memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan
partisipasi pria secara spesifik, yang terlihat dari tidak adanya target partisipasi pria dalam dokumen
perencanaan daerah. Selain itu terdapat pula pengaruh pandangan agama dan budaya yang
terkadang ditafsirkan secara keliru sehingga menimbulkan resistensi terhadap penggunaan
kontrasepsi pria. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
partisipasi pria dalam program KB di Banten masih memerlukan penguatan baik dari sisi kebijakan,
pelayanan kesehatan, maupun perubahan norma sosial di masyarakat.

Kesenjangan antara Desain dan Implementasi

Kesenjangan antara desain kebijakan partisipasi pria dalam program Family Planning (KB)
dan implementasinya di Provinsi Banten menunjukkan adanya masalah yang bersifat struktural dan
sistemik. Secara normatif, desain kebijakan di tingkat nasional maupun daerah telah menunjukkan
arah yang cukup progresif melalui berbagai regulasi dan program yang mendorong keterlibatan pria.
Namun, praktik di lapangan masih jauh dari harapan. Analisis dari berbagai studi literatur
menunjukkan bahwa kesenjangan ini tidak hanya disebabkan oleh kendala teknis, tetapi juga
mencerminkan tingkat responsivitas gender yang masih terbatas dalam implementasi program KB.

Jika dilihat dari aspek regulasi formal, berbagai kebijakan telah menekankan pentingnya
keterlibatan pria dalam pengendalian kelahiran. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa pengaturan

kehamilan merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kebijakan tersebut kemudian
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diperkuat melalui Peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kelompok KB Pria
yang mendorong pembentukan kelompok sebagai sarana peningkatan partisipasi pria dalam
program KB. Di tingkat daerah, Renstra DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2023-2026 juga telah
mengintegrasikan pengarusutamaan gender serta pendekatan gender-responsive budgeting.
Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih menunjukkan kesenjangan
yang cukup besar.

Salah satu bentuk kesenjangan terlihat dari tidak adanya indikator atau target partisipasi pria
yang spesifik dan terukur dalam dokumen perencanaan daerah. Renstra Provinsi Banten lebih
menekankan pada target umum seperti peningkatan modern Contraceptive Prevalence Rate dan
penurunan Total Fertility Rate, sehingga partisipasi pria tidak menjadi prioritas utama dalam
perencanaan program. Akibatnya, berbagai program yang menyasar pria sering kali hanya menjadi
pelengkap dari program KB yang selama ini lebih berfokus pada perempuan (Rochimah, Priastuty,
& Wicaksono, 2023). Kondisi ini tercermin dari data partisipasi pria dalam KB modern di Banten
yang masih sekitar dua persen pada tahun 2025, jauh di bawah target nasional yang ditetapkan
sekitar 5,75 persen. Meskipun terdapat contoh keberhasilan seperti Kelompok KB Pria “Bandeng
KB Pri” di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, yang berhasil masuk enam besar
nasional dalam lomba kelompok KB pria tahun 2025 dan meraih penghargaan regional pada
peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia, keberhasilan tersebut masih bersifat sporadis dan belum
direplikasi secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Banten. Sebagai perbandingan, di
Kabupaten Pandeglang capaian Metode Operasi Pria memang mencapai lebih dari delapan puluh
persen dari target pada tahun 2025, tetapi jumlah akseptornya hanya dua belas orang dan
penggunaan kondom masih sekitar dua puluh enam persen sehingga partisipasi KB pria secara
keseluruhan tetap rendah.

Kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi tersebut dapat dilihat dalam tiga
dimensi utama. Pertama adalah dimensi perencanaan, yaitu tidak adanya target dan indikator khusus
yang secara eksplisit mengukur partisipasi pria dalam dokumen kebijakan daerah. Kedua adalah
dimensi penyediaan layanan, di mana fasilitas kesehatan dan layanan kontrasepsi masih cenderung
berorientasi pada perempuan sehingga akses terhadap layanan bagi pria, seperti vasektomi dan
distribusi kondom, masih terbatas. Ketiga adalah dimensi monitoring dan evaluasi, di mana belum
terdapat sistem pelaporan rutin yang secara khusus memantau perkembangan partisipasi pria dalam
program KB (Amraeni, 2022).

Beberapa faktor utama turut memperkuat kesenjangan ini. Faktor pertama adalah norma
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sosial patriarkal yang masih kuat dalam masyarakat. Di banyak wilayah di Banten, terutama daerah
yang lebih rural seperti Pandeglang dan Serang, program KB masih dipersepsikan sebagai tanggung
jawab perempuan. Pria lebih sering diposisikan sebagai pencari natkah utama sehingga keterlibatan
mereka dalam pengambilan keputusan reproduksi belum dianggap penting. Kondisi ini sejalan
dengan berbagai temuan penelitian nasional yang menunjukkan bahwa budaya patriarki merupakan
salah satu hambatan terbesar dalam meningkatkan partisipasi pria dalam program KB di Indonesia.

Faktor kedua adalah persepsi masyarakat terhadap metode kontrasepsi pria. Stigma terhadap
metode vasektomi masih cukup kuat dan sering dikaitkan dengan hilangnya maskulinitas atau
berkurangnya kemampuan seksual pria. Selain itu terdapat anggapan bahwa pria yang mengikuti
program KB dianggap berada di bawah dominasi istri. Persepsi tersebut diperkuat oleh kurangnya
edukasi serta beredarnya berbagai informasi yang tidak tepat mengenai kontrasepsi pria. Akibatnya
masyarakat cenderung memandang KB pria sebagai pilihan terakhir atau bahkan sebagai sesuatu
yang tidak diperlukan (Amalia & Lituhayu, 2025).

Faktor ketiga berkaitan dengan kesiapan lembaga dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Lembaga pemerintah yang menangani program KB di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota
belum sepenuhnya memiliki dukungan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan partisipasi
pria secara signifikan. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain belum adanya anggaran
khusus yang secara spesifik dialokasikan untuk program KB pria, terbatasnya tenaga medis yang
memiliki kompetensi melakukan vasektomi, serta layanan kesehatan yang masih berorientasi pada
perempuan. Selain itu koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat seperti PKK,
serta tokoh agama dan tokoh masyarakat juga belum sepenuhnya optimal dalam mendorong
perubahan norma sosial yang mendukung keterlibatan pria.

Kombinasi dari berbagai faktor tersebut menciptakan situasi di mana regulasi yang relatif
progresif di tingkat kebijakan belum dapat diterjemahkan secara efektif dalam praktik di lapangan.
Regulasi yang baik di atas kertas tidak otomatis menghasilkan perubahan jika norma sosial dan
kapasitas kelembagaan belum siap untuk mendukungnya. Hal ini menyebabkan implementasi
kebijakan partisipasi pria dalam program KB berjalan lambat dan tidak merata di berbagai daerah.

Kesenjangan tersebut pada akhirnya berdampak langsung terhadap efektivitas program KB
secara keseluruhan di Provinsi Banten. Salah satu dampak yang paling nyata adalah munculnya
beban ganda pada perempuan, karena sebagian besar penggunaan kontrasepsi masih ditanggung
oleh perempuan (Nida, 2016). Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kesehatan reproduksi serta

memperbesar kemungkinan terjadinya putus pakai kontrasepsi dan unmet need. Selain itu
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rendahnya partisipasi pria juga menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pengambilan
keputusan reproduksi belum sepenuhnya terwujud, sehingga bertentangan dengan semangat
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 serta target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya
tujuan kelima mengenai kesetaraan gender.

Dari sisi kebijakan kependudukan, rendahnya keterlibatan pria juga berpotensi menghambat
pencapaian target pengendalian penduduk seperti peningkatan modern Contraceptive Prevalence
Rate dan penurunan Total Fertility Rate. Jika partisipasi pria tetap rendah maka program KB akan
terus bergantung pada metode kontrasepsi perempuan sehingga efektivitas program secara
keseluruhan menjadi kurang optimal. Dampak yang lebih luas dapat terlihat pada berbagai isu
pembangunan lainnya seperti meningkatnya risiko stunting akibat perencanaan keluarga yang
kurang optimal serta terhambatnya upaya mewujudkan keluarga berkualitas sebagai bagian dari
agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Responsivitas Gender dalam Kebijakan Keluarga Berencana

Responsivitas gender dalam kebijakan program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi
Banten masih berada pada tingkat gender-sensitive atau peka gender, tetapi belum mencapai tahap
gender-responsive maupun gender-transformative sebagaimana dijelaskan dalam kerangka Gender
Responsiveness Theory dari UNDP dan Beijing Platform for Action tahun 1995. Secara formal,
kebijakan yang ada telah mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran bersama dalam
pengambilan keputusan reproduksi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakseimbangan
yang cukup besar antara kedua gender, sehingga kesenjangan responsivitas gender dalam
implementasi kebijakan KB masih terlihat jelas (Sidiki & Damayanti, 2025).

Jika dilihat dari aspek kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah sebenarnya sudah
terdapat upaya untuk memperhitungkan peran laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Nomor 52
Tahun 2009, khususnya pada Pasal 20, secara eksplisit menegaskan bahwa pasangan suami istri
harus mengambil keputusan dan bertanggung jawab bersama dalam pengaturan kehamilan.
Regulasi ini kemudian diperkuat oleh Peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembinaan
Kelompok KB Pria yang secara khusus mendorong keterlibatan laki-laki melalui pembentukan
kelompok masyarakat. Di tingkat daerah, Renstra DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2023-2026
juga telah mengintegrasikan pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta gender-responsive
budgeting. Beberapa program seperti Kelompok KB Pria dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia
(GATI) juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan peran laki-laki dalam program

keluarga berencana.
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Meskipun demikian, pengakuan terhadap peran kedua gender tersebut masih bersifat
implisit dan belum sepenuhnya seimbang. Dokumen perencanaan daerah belum menetapkan target
partisipasi pria yang eksplisit dan terukur. Indikator yang digunakan dalam kebijakan daerah lebih
menekankan pada target umum seperti peningkatan modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)
dan penurunan Total Fertility Rate (TFR). Akibatnya perempuan tetap menjadi sasaran utama
program KB dan menanggung hampir seluruh penggunaan metode kontrasepsi, sementara
keterlibatan pria lebih banyak ditempatkan sebagai program tambahan melalui pembentukan
kelompok KB pria. Contoh keberhasilan seperti Kelompok KB Pria “Bandeng KB Pri” di
Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, yang mewakili Banten dalam Lomba Kelompok
KB Pria Nasional tahun 2025 dan berhasil masuk enam besar nasional, menunjukkan bahwa potensi
keterlibatan pria sebenarnya cukup besar. Namun, keberhasilan tersebut masih bersifat sporadis dan
belum menjadi praktik kebijakan yang diterapkan secara luas di seluruh wilayah Banten.

Dalam implementasinya, program KB di Banten masih menunjukkan adanya bias gender
yang cukup kuat berupa dominasi perempuan atau women-centric bias. Sebagian besar layanan KB,
kegiatan sosialisasi, serta alokasi anggaran masih berfokus pada metode kontrasepsi perempuan
seperti pil, suntik, dan IUD. Materi komunikasi informasi dan edukasi serta fasilitas layanan
kesehatan juga cenderung berorientasi pada perempuan sehingga pria sering kali tidak merasa
menjadi sasaran utama program. Selain itu, dokumen perencanaan daerah tidak menyediakan
indikator khusus yang secara jelas mengukur keterlibatan pria dalam program KB, berbeda dengan
target nasional yang menargetkan partisipasi pria mencapai sekitar 5,75 persen.

Di sisi lain, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan keterlibatan pria melalui program
Kelompok KB Pria dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, alokasi sumber daya untuk mendukung
layanan ramah pria masih sangat terbatas. Fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan vasektomi
masih sedikit, distribusi kondom belum merata, dan belum banyak tersedia klinik yang secara
khusus memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi pria. Kondisi ini menyebabkan partisipasi
pria dalam penggunaan kontrasepsi modern di Provinsi Banten masih sangat rendah, yaitu sekitar
dua persen pada tahun 2025. Bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Pandeglang, meskipun
capaian target vasektomi secara persentase terlihat tinggi, jumlah akseptornya tetap kecil dan
penggunaan kondom juga masih rendah. Situasi ini menunjukkan bahwa bias kebijakan masih
cenderung mengikuti pendekatan lama yang berfokus pada perempuan atau Women in
Development (WID), bukan pendekatan Gender and Development (GAD) yang menekankan relasi

setara antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.
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Kondisi tersebut memiliki implikasi yang cukup besar terhadap upaya mewujudkan
kesetaraan gender. Rendahnya responsivitas gender dalam kebijakan KB menyebabkan
pengambilan keputusan terkait reproduksi masih didominasi oleh satu pihak, sementara perempuan
tetap menanggung beban yang lebih besar dalam penggunaan kontrasepsi serta risiko kesehatan
reproduksi. Hal ini bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals poin kelima mengenai
kesetaraan gender, serta tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat International Conference on
Population and Development di Kairo tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.

Selain berdampak pada kesetaraan gender, rendahnya responsivitas kebijakan juga
mempengaruhi tingkat partisipasi pria dalam program KB. Stigma patriarki yang masih kuat di
masyarakat tidak sepenuhnya diatasi melalui pendekatan kebijakan yang bersifat transformasional.
Akibatnya banyak pria yang masih enggan terlibat dalam penggunaan kontrasepsi atau diskusi
mengenai kesehatan reproduksi keluarga. Kondisi ini membuat tingkat partisipasi pria tetap rendah
dan pada akhirnya mempengaruhi efektivitas program KB secara keseluruhan dalam mencapai
tujuan keluarga kecil berkualitas serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Implikasi yang lebih luas dari kondisi ini dapat terlihat pada meningkatnya risiko unmet
need dalam penggunaan kontrasepsi, potensi meningkatnya angka stunting akibat perencanaan
keluarga yang kurang optimal, serta tantangan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka
panjang menuju Indonesia Emas 2045 di bidang kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga.
D1 sisi lain, keberhasilan beberapa inisiatif seperti Kelompok KB Pria “Bandeng KB Pri” dan
program Gerakan Ayah Teladan Indonesia menunjukkan bahwa ketika pendekatan kebijakan lebih
responsif terhadap peran gender, partisipasi pria dapat meningkat secara signifikan. Namun tanpa
perubahan kebijakan yang lebih transformasional dan penguatan implementasi di tingkat daerah,
kesenjangan responsivitas gender dalam program KB di Provinsi Banten kemungkinan akan terus

berlanjut.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana (KB)
di Provinsi Banten masih sangat rendah, meskipun desain kebijakan nasional dan daerah sudah
mempertimbangkan aspek gender. Implementasi program KB cenderung women-centric, dengan
layanan, sosialisasi, dan alokasi anggaran lebih fokus pada perempuan. Faktor utama yang

memengaruhi rendahnya keterlibatan pria meliputi norma sosial patriarkal, keterbatasan akses
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terhadap layanan KB khusus pria seperti kondom dan vasektomi, serta kurangnya target dan
indikator partisipasi pria yang terukur dalam dokumen perencanaan daerah.

Analisis responsivitas gender menunjukkan bahwa kebijakan KB di Banten masih berada pada
tingkat gender-sensitive, tetapi belum mencapai tahap gender-responsive maupun gender-
transformative. Kesenjangan antara desain dan implementasi ini berdampak pada ketidaksetaraan
tanggung jawab reproduksi, di mana perempuan tetap menanggung beban utama, dan efektivitas
program KB secara keseluruhan menjadi terbatas.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan penguatan kebijakan berbasis
gender-responsive, peningkatan akses layanan KB bagi pria, serta sosialisasi dan edukasi yang
menargetkan laki-laki. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pria, mendorong
kesetaraan peran dalam pengambilan keputusan reproduksi, serta meningkatkan efektivitas program

KB dalam mencapai keluarga berkualitas dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
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